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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6982/Pdt.G/2020/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 

Pengadilan  Agama  Soreang  yang  mengadili  perkara  tertentu  pada

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai  gugat yang

diajukan oleh :

XXXXXX,  umur  24  tahun,  pendidikan  SLTP,  agama  Islam,  pekerjaan  MRT,

tempat  tinggal  di  Kecamatan  Majalaya,  Kabupaten

Bandung,  Jawa  Barat,  dalam  hal  ini  memberikan

kuasa  kepada  Akhmad  Yusup,  S.H,  advokat  yang

berkantor di  Jl.  Foker Tengah III  No.8 RT 004 RW

023  Kelurahan  Cimahi  Kecamatan  Cimahi  Selatan

Kota  Cimahi  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

tanggal  12  Oktober  2020  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Soreang  dengan

Register  Kuasa  Nomor  2217/Adv/X/2020,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXXX,  umur  47  tahun,  pendidikan  SLTP,  agama Islam,  pekerjaan  Buruh

Harian  Lepas,  tempat  tinggal  di  xxxxxxxxxxxxx

Majakerta,  Kecamatan  Majalaya,xxxxxxxxxxxxx

Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat,  selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan; 

DUDUK PERKARA
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Menimbang,  bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  23

Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

dengan  register  perkara  Nomor  6982/Pdt.G/2020/PA.Sor,  telah  mengajukan

gugatan  terhadap  Tergugat  dengan  dalil-dalil  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 Peggugat telah melangsungkan

perkawinan  dengan  Tergugat  di  hadapan  Pegawai  pencatat  Nikah  pada

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Majalaya  Kabupaten  Bandung

sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  nomor  0333/49/III/2018,  tertanggal  12

Maret 2018; 

2. Bahwa setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  terakhir

dirumah  kediaman  bersama  di,  di  xxxxxxxxxxx Majalaya Kabupaten 

Bandung; 

3. Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan

rukun damai dan bahagia sesuai dengan maksud dan tujuan  perkawinan

tersebut, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)

sekalipun dalam rumah tangganya belum dikaruniai seorang anak; 

4. Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai

goyah sejak   bulan Oktober  2019 dengan ditandai  timbulnya perselisihan

yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat :

a.Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga

b.Tidak bertanggung jawab  terhadap kebutuhan rumah tangga

c.Suka berbohong dalam masalah keuangan

5. Bahwa  demi  keutuhan  ikatan  tali  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat,  Penggugat  mencoba bersabar  dan dengan memberikan saran

agar  Tergugat  merubah  kelakuannya,  akan tetapi  tidak  diindahkan  oleh

Tergugat  sehingga  berakibat  terjadi  pertengkaran  dan  yang  puncaknya

tepatnya pada akhir bulan Agustus 2020 yang berakibat antara Penggugat

dengan Tergugat  sudah pisah rumah dalam satu tempat kediaman bersama

dan sejak  itu  pula  sudah  tidak  melakukan  hubungan  suami  istri  sampai

sekarang; 
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6. Bahwa  setelah  Penggugat  merenung  dan  Penggugat  akhirnya

mengambil  keputusan  bahwa lebih  baik  kehidupan rumah tangga antara

Penggugat  dengan  Tergugat  diakhiri  dengan  jalan  cerai  dengan  putusan

Pengadilan Agama  Soreang dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan

diatas,  maka dengan ini  penggugat  memohon kepada Ketua Pengadilan

Agama SoreangCq Majjelis Hakimyang mulia, untuk memanggil Penggugat 

dan  Tergugat  agar  hadir  dimuka  persidangan  dengan  memeriksa  dan

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 

2. Menjatuhkan talaq satu ba'in suhgro dari Tergugat (XXXXXX Alm) 

kepada Penggugat (XXXXXX); 

3. Menetapkan biaya menurut hukum; 

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yang 

seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan

Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk

datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan,

meskipun menurut relas panggilan Nomor 6982/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 26

Oktober 2020 dan tanggal 05 November 2020, setelah diperiksa dan dibacakan

di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat

dimediasi  sebagaimana  yang  dikehendaki  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik  lndonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis

telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat,

akan  tetapi  tidak  berhasil  sehingga  persidangan  dilanjutkan  pada  tahap

pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali

pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir,  maka  Tergugat  tidak  dapat

didengar  jawabannya  sehingga  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembuktian;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  alat  bukti  tertulis  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0333/49/III/2018  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tanggal 12 Maret 2018, yang telah

di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai  dengan aslinya,  kemudian oleh

diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan

dua  orang  saksi,  telah  memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. xxxxxxx, umur  23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mahasiswi,  tempat  tinggal  dixxxxxxxx  Kabupaten  Bandung,  Jawa  Barat,

saksi adalah Adik sepupu Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  berumah

tangga dan tinggal di Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten

Bandung;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Oktober  2019  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  kurang  bertanggung

jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai sikap cuek

dan tak peduli terhadap Penggugat;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang

bertengkar;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  Penggugat  dan Tergugat  saat  ini

telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
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 xxxxx,  umur  25  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  ...,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  dixxxxxxx,  Kabupaten  Bandung,  saksi  adalah

teman Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  berumah

tangga dan tinggal di Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten

Bandung;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  sedang

bertengkar;

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Oktober  2019  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  disebabkan  karena  Tergugat  kurang  bertanggung

jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai sikap cuek

dan tak peduli terhadap Penggugat;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  Penggugat  dan Tergugat  saat  ini

telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa  dalam  kesimpulannya  Penggugat  menyatakan  tetap  ingin

bercerai  dengan  Tergugat  dan  mohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan

putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini

ditunjuk  kepada  hal-hal  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan

oleh  pihak  yang  beragama  Islam  dan  atau  peristiwa  hubungan  hukum
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perkawinan  yang  dilakukan  para  pihak  beragama  Islam,  oleh  karena

berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dan  ditambah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki legal standing mengajukan

gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR jo.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  jo. Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh

Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat

untuk  bersabar  dan  melanjutkan  rumah tangganya  bersama Tergugat,  akan

tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  mediasi  sebagaimana  dimaksud  Peraturan

Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat  untuk

melakukan perceraian adalah bulan Oktober 2019 ketentraman rumah tangga

mulai  tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan

Tergugat  yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung

jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai sikap cuek dan

tak peduli terhadap Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat

ini telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa

alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni

pertama,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut.  Kedua,  Tergugat

tidak  mengajukan  eksepsi  ketidakwenangan  Pengadilan  Agama.  Ketiga,

gugatan tidak melawan hak dan beralasan;
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Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  gugatan  Penggugat  tidak

melawan  hak  dan  beralasan  hukum,  dan  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan  (persoon  recht),  maka  sebagaimana  dalam  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami

isteri,  oleh karenanya dengan mengacu pada pasal  tersebut,  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil

gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti  tertulis P dan dua orang saksi di  persidangan, yang

masing-masing bernama Mira Apriliyanti binti Dede Yudi dan Asep Suherman

bin  Hamid,  karenanya  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  memberikan

penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  P  merupakan fotokopi  dari

akta  autentik,  secara  prosedural  memenuhi  syarat  pengajuan  bukti  tertulis,

yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya,

secara  substansial  juga  relevan  dengan  dalil  Penggugat,  terbukti  secara

meyakinkan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menurut  hukum  telah  terikat

dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi

syarat  prosedural  kesaksian yakni  disampaikan di  muka persidangan dan di

bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling

mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

sehingga  kesaksian-kesaksian  tersebut  dapat  diterima  dan  dijadikan  dasar

mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan

dengan  bukti  tertulis  dan  bukti  dua  orang  saksi,  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

sah sejak tanggal 10 Maret 2018 dan belum dikaruniai seorang anak;
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 Bahwa sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Tergugat

kurang  bertanggung  jawab  dalam  hal  nafkah  Penggugat  dan  Tergugat

mempunyai sikap cuek dan tak peduli terhadap Penggugat; 

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat  Penggugat  dan Tergugat  saat  ini

telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun yang lalu;

 Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  telah

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  sehingga  Majelis  Hakim  memandang  telah  cukup  untuk

mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  237.K/AG/1998,  tanggal  17-3-1999,  menyebutkan  “sepasang  suami-

isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam

satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang,  bahwa  sesuai  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga

dalam Kompilasi  Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut

dapat  dipahami bahwa salah satu dari  unsur perkawinan adalah ikatan lahir

batin,  penjelasan  pasal  tersebut  berbunyi  bahwa  unsur  batin  atau  rohani

mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi

maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas

dari sendi-sendinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam

membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan

tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur’an Surat Ar-Rum Ayat 21

dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo. Pasal  3  Kompilasi

Hukum  Islam  dan  dalam  kondisi  tidak  harmonis  tersebut,  Majelis  Hakim
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berpendapat  ikatan perkawinan antara Penggugat  dan Tergugat  telah pecah

yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat

dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali  untuk membina

rumah tangga bersama;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menganggap  perlu  untuk

mengemukakan  dalil  sebagaimana  yang  tercantum dalam  Kitab  Iqna’ juz  II

halaman 133 yang kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis sebagai

berikut :

 وإن إشتد عدم  رغبة  الزوجة  لزوجها  طلق  عليه  القاضى  طلقة
artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di

situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki  dengan talak

satu.

Menimbang,  bahwa selama proses persidangan,  Majelis  Hakim selalu

menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah

beri’tizam untuk  bercerai  dan  sikap  Penggugat  tersebut  mengindikasikan

perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim

juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna’ tersebut, jika

ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut

diduga  akan  menimbulkan  bahaya  bagi  salah  satu  pihak  Penggugat  atau

Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh 

المصالح جلب على مقدم رأالمفاسد د

artinya : “menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat “

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan

perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang,  berdasarkan dalil-dalil  dan pertimbangan-pertimbangan di

atas,  dan  dihubungkan  dengan  kenyataan  bahwa  benar  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berselisih  dan  bertengkar  hingga  keduanya tidak  lagi  tinggal

bersama sejak  bulan November  2018,  maka patut  disimpulkan bahwa telah

terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat

sebagaimana maksud penjelasan Pasal  39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan

yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri  terus
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menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat

telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan

berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan

atas  gugatan Penggugat,  maka berdasarkan Pasal  119  angka (2)  huruf  (c)

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku

dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;      

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXXX);  

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp.

336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Senin tanggal  Rabu tanggal  11 November 2020 Masehi,  bertepatan dengan

tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai

Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I.,

M.H.I.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  dibacakan
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pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dalam sidang  terbuka  untuk

umum  dengan  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota  serta  Maman  Suherman,

S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dengan didampingi

kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

  HAKIM ANGGOTA

Agus Firman, S.H.I., M.H.

KETUA MAJELIS

H. Mahrus, Lc., M.H.
  HAKIM ANGGOTA

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.
 PANITERA PENGGANTI

Maman Suherman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 0,00
4. PNBP Relaas Panggilan Penggugat : Rp. 10.000,00
5. Panggilan Tergugat : Rp. 220.000,00
6. PNBP Relaas Panggilan Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 336.000,00
tiga ratus tiga puluh enam ribu 

rupiah
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